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Interreligious marriages are prohibited by religious rules, because 
basically all religions reject interfaith marriages and all religions 
require marriages to be of the same faith (one religion). In Law No. 1 
of 1974 concerning Marriage also regulates the validity of marriages 
based on their respective religions and beliefs, while in civil law 
studies it is stated that marriage is only an aspect of civil relations. 
In Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law (Law Number 1 of 
1974) states "marriage is legal, if done according to the law of each 
religion and belief" jo Article 8 letter (f) (which is one of the 
prohibitions to get married) The Marriage Act (Law Number 1 of 
1974) states "marriage is prohibited between two people who have a 
relationship whose religion or other applicable regulations 
prohibited marriage". According to the scholars there are many 
differences of opinion regarding interfaith marriages, including those 
of Imam Malik and Hanafiah schools saying interfaith marriages are 
forbidden to do. This opinion is far different from what is believed 
and conveyed by Imam Syafi'i schools that women who are free and 
permissible bookmakers are followers of 2 famous books (Torah and 
Gospel), they are Jewish and Christian, while Majusi is not included 
in the halal group. 
 
A. Latar Belakang 
Hubungan perkawinan tidak hanya mengatur hubungan pribadi antara pasangan yang 
melaksanakan perkawinan, perkawinan mengatur persoalan agama, sosial dan hukum. 
Pengaturan dalam agama mengenai perkawinan, bisa dilihat dalam setiap agama mengenai 
ketentuan-ketentuan pengaturan persoalan perkawinan, pada prinsipnya harus ditaati dan 
dipatuhi pada aturan-aturan dari agama yang dipeluk pasangan yang melaksanakan 
perkawinan. Perkawinan menjadi persoalan hukum disebabkan perkawinan terjadi oleh 
adanya hubungan antar manusia, dari hubungan inilah membentuk suatu ikatan pekawinan 
inilah yang menyebabkan timbulnya tindakan hukum. 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi acuan 
menjalankan aturan-aturan yang seragam mengenai perkawinan di Indonesia. Walaupun, 
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belum dapat mengatur secara spesifik mengenai berbagai aspek perkawinan. Persoalan yang 
tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 
perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berbeda agama 
(Rusli dan R.Tama, 1986 : 1). 
Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dihadapkan pada perbeda-
perbedaan dalam berbagai hal, terutama mengenai adat-istiadat, pandangan hidup dan 
hubungan antara individu, terutama yang menjadi perhatian adalah masalah interaksi diantara 
umat beragama. Permasalan yang dihadapi antar agama salah satunya mengenai pernikahan 
seorang Islam dengan non-Islam yang lebih dikenal dengan pernikahan beda agama (Amir 
Syarifuddin, 2009 : 35). 
Dewasa ini justru banyak terjadi perkawinan beda agama tersebut, namun hukum 
negara, hukum agama, mupun hukum adat dalam sistem sosial kemasyarakatan mayoritas 
menjadi halangan tersendiri karena perkawinan beda agama tersebut, sehingga individu yang 
berbeda agama yang kukuh pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan harus menempuh 
cara-cara tersendiri untuk melegalkan perkawinannya.  
Perkawinan beda agama ini yang dilarang oleh aturan keagamaan, dikarenakan setiap 
agama melarang perkawinan beda agama dan setiap agama menginginkan perkawinan harus 
seiman (satu agama) (M. Karsayuda, 2006 : 84). Di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan berdasarkan pada agama dan keyakinan 
masing-masing, sementara dalam kajian hukum perdata disebutkan bahwa perkawinan 
merupakan segi hubungan keperdataan saja (Mudiarti Trisnaningsih, 2001 : 60). 
Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974) tentang 
Perkawinan dianggap jika dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya 
masing-masing, jo Pasal 8 huruf (f) (salah satu dilarangnya melaksanakan perkawinan) 
Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974) tentang Perkawinan menyatakan : 
Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh 
agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 
Menurut pendapat para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang pernikahan antar 
agama. Menurut Imam Malik dan Hanafiah mengatakan pernikahan beda agama haram untuk 
dilaksanakan. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan 
wanita-wanita ahli kitab dapat dinikahi adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Namun Majusi 
tidak terdapat diantara golongan yang dihalalkan itu (Muhammad Anu Abdullah bin Idris 
Imam Syafi’i, 1995 : 351). Hampir tidak bisa kita temui pada masa kini penganut ahlul kitab 
yang berpegang pada kepercayaan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya pembaruan-
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pembaruan yang dilakukan pada kitab-kitab mereka tersebut. Perkawinan beda agama ini jika 
dilakukan akan menimbulkan akibat hukum, misalnya berkaitan dengan sahnya perkawinan 
dapat menimbulkan hak dan kewajiban, hak kewarisan antara suami dan istri serta anak-
anaknya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah : 
1. Bagaimanakah Hukum Islam memandang perkawinan beda agama?  
2. Bagaimanakah hak mewaris akibat dari perkawinan beda agama? 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama 
Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam yang 
terjadi dan syariat untuk semua mahluknya, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. “Ini 
adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta’ala, untuk makhluknya dalam 
berkembang biak dan meneruskan kehidupannya (Sahrani Sohari, 2010 : 6). 
Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai makna ikatan yang paling 
kuat (mitsaqan ghalidzan) dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ibadah dalam 
menjalankan perintah-Nya. Jadi, perkawinan tidak hanya hubungan atau ikatan keperdataan 
biasa, merupakan juga nilai ibadah (Ahmad Rofiq, 2004 : 69). 
Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan di dalam Pasal 14 Kompilasi 
Hukum Islam yang menyatakan : 
1. Adanya calon suami; 
2. Adanya calon istri; 
3. Adanya wali nakah; 
4. Adanya 2 (dua) orang saksi; 
5. Ijab qabul. 
 
Pengertian perkawinan antar agama, menurut beberapa ahli adalah : 
Rusli dan R. Tama mengatakan perkawinan beda agama adalah hubungan lahir dan 
batin yang mengikat antara pria dan wanita, dikarenakan perbedaan agama, sehingga terdapat 
peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang berbeda 
disebabkan hukum agamanya masing-masing, yang bertujuan membentuk keluarga sejahtera 
berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa; 
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Abdurrahman mengatakan perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan yang 
dilakukan antara umat beragama dan kepercayaannya yang mempunyai keyakinan berbeda 
(A. Zubairie, 1979, hlm. 79). 
Mohammad Daud Ali mengatakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 
seorang pri dan seorang wanita, yang patuh dan taat terhadap hukum agama yang berbeda 
(Muhammad Daud Ali, 1997 : 55). 
Pengertian perkawinan beda agama terdapat di pedoman pegawai pencatat nikah, 
disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama di 
Indonesia (A Zuhdi Mudhlor, 1994 : 35). Kesimpulan pengertian perkawinan antar agama 
adalah perkawinan yang diatur dan tunduk pada keyakinan yang berbeda, dilakukan oleh 
lelaki dan perempuan. 
 
Perkawinan antar agama dalam pandangan para ulama, sebagai berikut: 
a. Perkawinan antar agama pendapat ulama yang mengizinkan 
Imam ash-Shadiq mengatakan wanita dari golongan ahli kitab tidak dilarang untuk 
dinikahi (Jawad Mughniyah, 2009 : 309). 
Syaikh Hasan Khalid, ulama fiqh perkawinan seorang lelaki muslim yang menikahi 
perempuan ahli kitab dibolehkan (Zaenal Abidin Syamsudin, 2004 : 145). 
Sayyid Sabiq, ahli fiqh dari Mesir, menjelaskan bahwa lelaki muslim boleh menikahi 
perempuan golongan ahli kitab (Sayyid Sabiq, tt : 179).  
Menurut Yusuf Qardawi, perkawinan lelaki muslim dengan wanita non muslim 
dibolehkan, asalkan wanita tersebut beragama tauhid (As’ad Yasin, 2001 : 585). 
Pendapat Ibnul Mundzir, tidak ada seorangpun diantara para sahabat yang 
mengharamkan menikahi perempuan ahli kitab (M. Thalib, 1993 : 82). 
b. Perkawinan beda agama pendapat ulama yang melarang 
Menurut Ibnu Umar bahwa Allah mengharamkan lelaki mukmin menikahi perempuan 
musyrik. Menurut tiada perbuatan musyrik yang lebih besar selain mengatakan Isa sebagai 
Tuhannya (M. Thalib, 1993 : 82); 
Menurut Al-Ustadz Sayyid Quthb pernikahan wajib adanya kesamaan keyakinan 
(Abdul Muta’al al Jubri, 2003 : 36). 
Atha’ bin Rabah berpendapat diberikannya keringannya pernikahan lelaki muslim 
dengan perempuan ahli kitab pada saat zaman Fathu Makkah, dikarenakan pada saat itu kaum 
muslimah masih sedikit sekali, pada saat ini muslimah banyak sekali, sehingga hal ini tidak 
dapat berlaku lagi (Abdul Muta’al al Jabri, 2003 : 55). 
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Menurut Umar bin al-Khattab Allah telah melarang pernikahan lelaki muslim dengan 
wanita ahli kitab, disebabkan tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar dari seorang hamba 
yang mengatakan Nabi Islam adalah Tuhannya (As’ad Yasin, 2001 : 585). 
 
Hak Mewaris Akibat Perkawinan Beda Agama  
Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah aturan bagaimakah memberikan hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban mengenai kekayaan pewaris kepada ahli warisnya yang masih 
hidup (Wirjono Prodjodikoro, 2006 : 13).  
Istilah fara'idh sama dengan waris, artinya suatu ketentuan pembagian berdasarkan 
hukum Islam diberikan kepada yang berhak menerimanya (Beni Ahmad Saebeni, 2014 : 13). 
Menurut Wahbah al Zuhaeli, waris sama maknanya dengan tirkah yaitu semua peninggalan 
yang ditinggalkan si pewaris berupa harta kekayaannya (Athoilah, 2013 : 2). 
Aturan Syariat Islam 
Aturan syariat Islam, adalah : 
a. Menurut al Qur’an: 
1) Surat an Nisa ayat 7-14, 33 dan 176  
 َرْـقَْلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَـت امِم ٌبيِصَن ِءاَسنلِلَو َنوُبَر ْـقَْلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَرَـت امِم ٌبيِصَن ِلاَجرلِل َرُـثَك ْوَأ ُهْنِم لَق امِم َنوُب
 اًضوُرْفَم اًبيِصَن 
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya; dan 
bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik 
sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa : 7). 
 
 ِكاَسَمْلاَوَو ْمُهوُُقزْرَاف ُهْنِم اوُلوُقَو ْمُهَل ًلاْوَـق ًافوُرْعَم اَذِإَو َرَضَح َةَمْسِقْلاوُلوُأ ىَبْرُقْلا ىَماَتَيْلا ُني 
“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa (yang tidak memiliki hak waris), anak-
anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka harta itu (sekedarnya) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS. An Nisa : 8). 
 
 لا ْوَل اوَُكرَـت ْنِم ْمِهِفْلَخ ًةيرُذ ًافاَعِض اوُفاَخ ْمِهْيَلَع اوُقـتَيْلَـف َهللا اوُلوُقَـيْلَو ًلاْوَـقاًديِدَس َشْخَيْلَو َنيِذ 
“Dan hendaklah orang-orang itu takut bila saja mereka meninggalkan keturunan yang lemah 
setelah mereka wafat, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar” (QS. An Nisa: 9). 
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  اًمُْلظ اَمنِإ َنوُلُكَْأي يِف ْمِهِنوُطُب ًارَان َنْوَلْصَيَسَو اًريِعَس نِإ َنيِذلا َنوُلُكَْأي َلاَوْمَأ ىَماَتَيْلا 
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya 
mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang 
menyala-nyala (neraka)” (QS. An-Nisa : 10). 
 
اَم َكَرَـتَوِإ ن  ظَح ِنْي َـيَـثُنْلأٱ إَفن نُك ًءآَسِن َقْوَـف ِنْيَـتَن ْـثٱ نُهَلَـف اَثُلُـث  ُمُكْيِصْوُـي اُه ّٰلل ْيِف ِدَلاْوَأ ْمُك ذلِل ِرَك ُلْثِم 
 ُكَين  ْمل نَِإف  ٌدَلَو  ُهَلۥ  َناَك نِإ  َكَرَـت امِم  ُسُدسلٱ  ٍدِح َٰو اَمُه ْـنم  لُكِل  َوَـَبِلأَو ِهْي  ُفْصنلٱ ةَدِح َٰو اَهَلَـف  ْتَناَك 
 ٍنْيَد  ْوَأ آَهِب ىِصُوي  ٍةيِصَو  ِدْعَـب نِم  ُسُدسلٱ  ِهمُِلأَف  ُهَل ٌةَوْخِإٓۥ َناَك نِإَف  ُثُلـثلٱ  ِهمُِلأَف  ُهاَوَـبَأ  َُهِثرَوَوٓۥ  ٌدَلَو  ُهلۥ 
 ا اًميِكَح  َناَكًميِلَع  َهللٱ  نِإ  ِهللٱ  َنم  ًةَضِيرَف اًعْفَـن  ْمُكَل  ُبَرْـقَأ  ْمُهـيَأ  َنوُرْدَت  َلا  ْمُُكؤآَن ْـَبأَو  ْمُُكؤَآباَء 
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan 
jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia 
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-
masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. 
Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah 
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang 
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha 
Bijaksana” (QS. An-Nisa : 11). 
 
نِم ِدْعَـب  َنْك  َرَـت امِم ُعبرلٱ  ُمُكَلَـف  ٌدَلَو  نُهَل  َناَك نِإَف  ٌدَلَو  نُهل نُكَي  ْمل نِإ  ْمُكُج َٰوْزَأ  َك  َرَـت اَم  ُفْصِن  ْمُكَلَو 
 نُهَلَفنُمثلٱ  ٌدَلَو  ْمُكَل  َناَك نَِإف  ٌدَلَو  ْمُكل نُكَي  ْمل نِإ  ْمُتْك  َرَـت امِم ُعبرلٱ  ُهَلَو ن  ٍنْيَد  ْوَأ آَهِب  َنيِص ُوي  ٍةيِصَو 
 ٌتْخُأ  ْوَأ  ٌخَأ  ُهَلَو ةَلَٰلَك ِوَأرْمٱَأ  ُثَرُوي  ٌلَُجر  َناَك نِإَو  ٍنْيَد  ْوَأ آَهِب  َنوُص وُت  ٍةيِصَو نم ِدْعَـب مُتْك  َرَـت امِم 
آَهِب وُي ٰـىَص  ٍةيِصَو نِم ِدْعَـب  ِثُلـثلٱ ىِف  ُءآَك  َرُش كِلَٰذ ْمُهَـف  ِمن ُوناَك َرَـثْكَأ ٓ◌ا نِإَف سُدسلٱ اَمُه ْـنم  َو ٍدِح  لُكِلَف  
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 ٌميِلَح  ٌميِلَع هللٱ هللٱَو  َنم  ًةيِصَو  رآَضُم  َر ْـيَغ  ٍنْيَد  ْوَأ 
“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat 
yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat 
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 
dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika 
seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 
tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang 
saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya 
atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). 
Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun” (QS. An-Nisa : 
12). 
 
 ُزْوَفْل كِلٰذَو ا اَه ْـيِف ◌ۗ رٰهْـَنْلأادِلٰخ َن اَهِتْحَت  ْنِم تّٰنَج ْيِرْجَت  ُهْلِخ  ُْدي  ِعِطي َهّٰللا َرَوهَلْوُس  ْنَمَو  ُدْوُدُحِه ّٰللا  َكِْلت 
 ُمْيِظَعْلا  
“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan 
memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung” (QS. An-Nisa : 13). 
 
 ٌنيِهم  ُهَلَو ٌباَذَعۥ اَهيِف ا  َنًدِل َٰخًارا  ُه ُهْلِخْدُيۥوُدُحَد  دَعَـتَـيَو  ُهَلوُسَرَو  ِصْعَـيهللٱ نَمَو 
“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-
Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan 
mendapat azab yang menghinakan” (QS. An-Nisa : 14). 
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 ◌ۚ َآف وُت ْمُه ْمُهَـبيِصَن  ْمُكُن اَمْيَأ  ْت  َدَقَع  َنيِذلاَو  ◌ۚ  َك َوْلا ِناَدِلا َنُوبَرْـقَْلأاَو  َرَـت امِم  َيِل اَوَم اَنْلَعَج  لُكِلَو 
اًديِهَش  ٍءْيَش  لُك  ٰىَلَع  َن اَك  َهللا  نِإ 
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, 
Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah 
setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah 
menyaksikan segala sesuatu” (QS. An-Nisa : 33) 
 
 “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa 
kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai 
anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai 
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh 
yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 
perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa : 176) 
 
2) Surat Al-Anfal ayat 75 
 
“….. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak 
terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya 




b. Hadits  
Hadits Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam yang diriwayatkan Imam 
Bukhori dalam Kitab Faraidnya, adalah: 




yan dari Muhammad bin Al Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma 
mengatakan; aku pernah sakit, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan Abu Bakar 
menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangiku ketika aku sedang pingsan, 
maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam berwudhu', dan sisa wudhunya beliau 
guyurkan kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya; 'Bagaimana yang 
harus aku lakukan terhadap hartaku?, bagaimana yang ahrus aku putuskan terhadap 
hartaku? 'Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sama sekali tidak menjawab sepatah kata 
pun hingga turun ayat waris. 
 
1) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6238 
 
Telah diceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan 
yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki 






2) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6243 
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Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 
Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam menetapkan tentang janin wanita dari Bani lahyan yang 
keguguran dengan ghurrah (pembayaran diyat dengan satu budak atau budak perempuan), 
kemudian wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-lakinya dan 
suaminya, sedang diyatnya bagi 'ashobahnya. 
 
3) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6248 
 
Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Israil 
dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Saya lebih berhak menanggung urusan orang-orang 
mukmin daripada mereka sendiri, maka siapa mati dan meninggalkanharta maka hartanya untuk 
ahli warisnya yang ashabah, dan barang siapa meninggalkan hutang atau anak yang terlantar, 
saya walinya, maka hendaknya memanggil saya untuk menanggung hutangnya dan anak-anaknya." 
 
4) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6244 
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Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Al Aswad mengatakan; “Mu'adz bin Jabal 
memutuskan bagi kami dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk anak perempuan 
mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, 'kemudian Sulaiman mengatakan; 'ia 
memutuskan ditengah-tengah kami' tanpa menyebut di masa Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wasallam. 
 
5) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6266 
 
Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi 
dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, 
dan barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya”. 
 
6) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6267 
 
Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain 
dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi 
orang muslim." 
 
1. Pendapat Ulama tentang Ahli Waris Beda Agama  
Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya 
(Abdullah Zakiy al Kaaf, 2000 : 293). Diriwayatkan dari Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i 
bahwa orang kafir tidak boleh mengambil pusaka orang muslim, sedangkan wanita muslim 
tidak boleh dinikahi lelaki kafir (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 2003 : 330). Pendapat al Ghazzi 
seseorang yang tidak dapat menerima waris disebabkan terhalang ada tujuh orang, salah satu 
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diantaranya ahli dua agama (berlainan agama), maka orang Islam tidak dapat mewaris orang 
kafir dan sebaliknya (Syekh Qasyim al-Ghazzi, tt : 6).  
Pendapat ini didukung dengan hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang 
berbunyi, sebagai berikut (Imam Al Bukhari, 1990 M : 194):  
 
Artinya: 1dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda : 
Islam tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya (Muttafaq 'alaih). 
 
Hadits di atas menegaskan tidak ada saling mewarisi antara muslim dengan orang 
kafir, dan sebaliknya. Sebagaiman dalam hadits Tirmidzi (Imam at Tirmidzi, 1931 : 137) :  
 
Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, mengatakan: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: tidak saling mewarisi antara orang yang berbeda agama 
(HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Nasa’i juga meriwayatkan dari 
Usamah bin Zaid). 
 
Dalam hadits ini tidak saling mewarisi antara muslim dengan orang kafir, demikian 
pula sebaliknya. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sendiri mempraktekkan 
pembagian warisan, yang menjadikan penghalang saling mewarisi dikarenakan perbedaan 
agama. Pada saat, Abu Thalib sangat berjasa didakwah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi 
wasallam, meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi 
wasallam hartanya dibagikan kepada kedua anaknya yang kafir Uqail dan Thalib sedangkan 
Ali dan Ja’far tidak dibagikan (Fathur Rachman, 1981 : 12). Imam Ahmad bin Hanbal 
mengatakan bahwa apabila ahli warisnya telah masuk Islam sebelum dibagikannya waris 
maka ia berhak mendapatkan harta warisan, dikarenakan kondisi berlainan agama telah 
terhapuskan pada saat harta warisan belum dibagikan (Fathur Rachman, 1981 : 12). Jumhur 
Ulama mengatakan yang menjadi permasalahan dalam pembagian warisan itu pada saat 
mengawalkan atau mengakhirkan pembagiannya (Fathur Rachman, 1981 : 13).  
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Dasar dijadikannya pedoman adalah Firman Allah Ta’ala :  
 
Artinya: bahwa setiap umat di antara kamu, telah kami jadikan hukum dan aturannya (sendiri-
sendiri)... (QS. al-Maidah: 48). 
 
Mayoritas para ulama golongan sahabat, tabiin dan fuqaha Anshar mengatakan Islam 
tidak mewarisi orang kafir dikarenakan hadits shahih tersebut. Para ulama yang sependapat 
berpegangan pada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagai berikut:  
 
Artinya: Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Islam tidak mewarisi kafir 
dan sebaliknya. (Muttafaq 'alaih). 
 
Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa yang menjadi 
ahli waris merupakan yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan, beragama Islam dan 
tidak ada halangan menjadi ahli waris dikarenakan hukum.  
Ahmad Rofiq mengatakan hal ini menjadikan penentu bahwa tidak ada halangan untuk 
mewarisi. Namun demikian, hal ini masih bersifat global. (Ahmad Rofiq, 2004 : 402).  
Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menjelaskan perbedaan agama 
dijadikan saling mewarisi diantara ahli waris dan pewarisnya. Kompilasi Hukum Islam secara 
tegas menjelaskan ahli waris adalah Islam sama dengan Pewaris (Pasal 171 huruf c Kompilasi 
Hukum Islam). Untuk mengetahui ahli waris Islam ditegaskan pada Pasal 172 Kompilasi, 
yang menyatakan dapat diketahui melalui Kartu Identitas, pengakuan dan saksi, sedangkan 
anak dan bayi yang baru lahir bisa diketahui dari ayahnya dan lingkungannya. 
Menurut ulama kontemporer Yūsuf al-Qaraḍawī menjelaskan setiap muslim tidak 
mewarisi dari non-muslim dan orang non muslim tidak mewarisi dari orang muslim. Islam 
mendukung kebaikan yang bermanfaat apalagi untuk harta peninggalan yang dapat digunakan 
untuk mentauhidkan Allah. Harta disarankan sebagai sarana menuju ketaatan kepada-Nya dan 
menjauhkan kemaksiatan kepada-Nya (Al Qaradawi, 2002 : 850). 
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KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan, 
sebagai berikut: 
1) Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral bagi umat Islam, yang semestinya 
dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan aturan di dalam agama Islam, tidak ada 
penyimpangan atau dipermainkan. Pernikahan adalah ikatan 2 (dua) insan manusia yang 
diikat dengan janji suci. Terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama dikarenakan 
adanya golongan ahli kitab di dalam al Qur’an, golongan ini adalah Yahudi dan Nasrani. 
Pernikahan beda agama di Indonesia terdapat dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum 
Islam; 
2) Islam tidak mengambil hak orang kafir dan sebaliknya, secara tegas hukum kewarisan 
Islam mengharamkan pembagian waris terhadap yang berbeda agama, hadist Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wasallam ini menjadikan aturan yang paling kuat bagi para ulama untuk 
tidak memberikan warisan kepada yang berbeda agama.  
 
SARAN 
Adapun saran dari penulis untuk masyarakat, yaitu: 
1) Pernikahan beda agama tidak seharusnya dilaksanakan atau dilakukan oleh umat muslim, 
karena lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya, ini bertujuan untuk melindungi 
aqidah umat Islam; 
2) Pemerintah diharapkan dapat memberikan aturan dan ketegasan yang jelas dan terperinci 
dalam mengatur kewarisan Islam sesuai dengan Al Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad 
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